




PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA






Notaris sebagai profesi hukum, lahir dari kebutuhan dalam pergaulan anggota masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti auntentik mengenai hubungan keperdataaan yang terjadi diantara mereka, agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara autentik mendapat kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna dikemudian hari. Guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut di atas, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa “Notaris merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undang. Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Hal senada dijelaskan oleh Hadi Setia Tunggal bahwa ”Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.Identifikasi masalahnya:1.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan dan Pra Penuntutan.? 2.Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka tersebut.?
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelititian yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur, dan sumber internet yang didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer, yaitu menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Notaris.
Kesimpulan :1. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang, dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.





Indonesia adalah Negara Hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.​[1]​ Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah.​[2]​
Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Yang mana dalam lalulintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum.​[3]​
Notaris sebagai profesi hukum, lahir dari kebutuhan dalam pergaulan anggota masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti auntentik mengenai hubungan keperdataaan yang terjadi diantara mereka, agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara autentik mendapat kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai alat bukti yang sempurna dikemudian hari. Guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut di atas, pemerintah mengaturnya lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa “Notaris merupakan Pejabat Umum Pembuat Akta. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undang.”​[4]​Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”​[5]​Hal senada dijelaskan oleh Hadi Setia Tunggal bahwa ”Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.”​[6]​
Menurut Habib Adjie,​[7]​ akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran materil sesuai dengan apa yang sebenarnya diberitahukan para pihak penghadap kepada Notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta yang dibuat, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak atas isi akta yang akan ditandatanganinya. 
Akta autentik lahir bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,​[8]​ akan tetapi akta autentik juga lahir karena dikehendaki para pihak yang berkepentingan.​[9]​ Akta autentik sebagai alat bukti, memberikan petunjuk dan kebenaran materil mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam akta, sehingga dalam menilai suatu akta autentik perlu dikedepankan asas praduga sah.​[10]​
Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris harus memegang teguh sumpah jabatan yang memberikan kewajiban dan hak untuk menyimpan rahasia mengenai segala hal yang diberitahukan dan dipercayakan atau diperoleh dari kliennya (Pasal 4 ayat 2 UUJN).​[11]​ Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, selain itu notaris harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidangnya, teliti, tanggungjawab, menjunjung tinggi hukum serta bertindak sesuai dengan kode etik dalam memberikan pelayanan yang professional kepada kliennya.​[12]​
Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa sering kali suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya,​[13]​ maka sering kali pula notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan, bahkan tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata.
Dalam perkara tindak pidana, suatu akta notaris tidaklah dapat dinilai sebagai suatu bukti yang sempurna dan mengikat penyidik, jaksa dan hakim. Dalam perkara pidana, suatu akta masih dapat digugurkan dengan alat bukti lainnya yang lebih kuat, misalnya dengan keterangan pihak ketiga atau para saksi-saksi atau berdasarkan alat bukti surat lainnya yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Pendapat tersebut mendasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.” Dilain sisi dalam Putusan Pengadilan Nomor:702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 menjelaskan bahwa“dalam kontruksi hukum kenotariatansalah satu tugas jabatan notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.… notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut.”
Dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim dalam perkara pidan tidak menilai suatu akta sebagai hal yang “apa adanya” tetapi akan mencari “ada apa” dibalik “apa adanya” atau dengan kata lain setiap penghadap yang datang ke notaris telah “benar berkata” dan dituangkan dalam bentuk akta autentik, dan jika terbukti penghadap tidak “berkata benar” atau “ada yang tidak benar” sehingga menjadi “tidak berkata benar” maka hal tersebut oleh pihak penyidik dapat menggiring  notaris sebagai pihak “menyuruh melakukan” atau “membantu melakukan” atau “turut serta melakukan” dan dapat menjadi tersangka.
Berikut ini terdapat beberapa contoh perkara tindak pidana yang berhubungan atau terkait dengan suatu akta notaris sebagai alat bukti dalam proses penyidikan:
Perkara Pertama: Sdri.Ni dan Sdr.El (Ibu dan Anak) memerintahkan dan menyuruh Sdr.GP (Teman Anak) untuk mencarikan pinjaman dana usaha dengan jaminan Sertifkat Hak Guna Bangunan (SHGB) Desa Cigending, atas nama Sdr.DH (Mantan Suami dan Ayah), dikarenkan Sdr.DH telah sepuluh (10) tahun meninggalkan Sdri.Ni dan Sdr.El tanpa memberikan nafkah dan telah menikah lagi. Sdr.GP menemui divisi legal PT.Bank BPR CDR dan mendapatkan petunjuk, bahwa “apabila akan melakukan pinjaman dana ke PT.Bank BPR CDR dengan jaminan SHGB, maka SHGB tersebut terlebih dahulu wajib ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)dan dibalik namakan kepada orang yang akan melakukan peminjaman kepada PT.Bank BPR CDR dan orang (peminjam) wajib mempunyai pekerjaan atau menjalankan usaha.” Akhirnya Sdr.GP menemui Sdri.Ni dan Sdr.El untuk menyampaikan keterangan yang diperoleh dari divisi legal PT.Bank BPR CDR. Dikarenakan Sdri.Ni dan SdrEl tidak memiliki pekerjaan atau tidak menjalankan usaha, akhirnya Sdri.Ni dan Sdr.El meminta tolong kepada Sdr.GP, bahwa untuk melakukan pinjaman tersebut diatasnamakan Sdr.GP, karena Sdr.GP pada saat itu bekerja di asuransi PT.Sinar Mas. Adapun dalam proses pelaksanaan memperoleh pinjaman dana dari PT.BPR CDR tersebut, Sdri.Ni dan Sdr.El sepakat untuk menghibahkan SHGB Desa Cigending, atas nama Sdr.DH kepada Sdr.GP, sekaligus ditingkatkan menjadi SHM yang dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor 115/2008, dan SHM Nomor 266 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di Notaris.HS.SH. (Notaris Kota Bandung), yang ditandatangani oleh Sdri.Ni dan Sdr.Abl (yang berpura-pura menjadi Sdr.DH (Mantan Suami/Ayah) dalam proses penandatanganan akta hibah kepada Sdr.GP tersebut.  Ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran atau pengembalian uang pinjaman Sdri.Ni dan Sdr.El kepada PT.Bank BPR CDR, hal tersebut diketahui oleh Sdr.DH yang Asli. Atas peristiwa tersebut Sdr.DH melaporkan Sdr.GP dan Notaris.HS.SH kepada pihak yang berwenang (Kepolisian Polrestabes Bandung).
Perkara Kedua: Pada suatu hari A datang ke Notaris.M.SH dengan membawa Sertipikat Hak Milik (SHM) MASUKAN PERKARA PA ADIT
Dari dua perkara tersebut di atas, akta notaris dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata akta notaris adalah akta autentik sebagai alat bukti bersifat formil, yang artinya bahwa akta autentik mempunyi kekuatan bukti sedemikian rupa sehingga dianggap melekat pada akta itu sendiri, sehingga tidak diperlukan lagi alat pembuktian yang lain sepanjang diakui oleh para pihak penghadap notaris. Sedangkan dalam hukum acara pidana pembuktian suatu akta bersifat materil dimana harus ada dua alat bukti lainnya untuk mendukung keyakinan hakim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu akta secara langsung berhubungan dengan pembuktian dalam suatu proses persidangan.
Sistem hukum nasional sampai hari ini masih tidak padu antara unsur-unsurnya sehingga tidak progresif dalam mengantisipasi munculnya perkembangan-perkembangan baru ditengah-tengah masyarakat. Produk hukum yang ada kini tidak lahir dan digali dari kaidah-kaidah yang berlaku ditengah-tengah masyarakat atau kurang mempertimbangkan dinamika masyarakat sehingga memperkecil kadar keberlakuan filosofis, keberlakuan sosiologis, dan keberlakuan yuridisnya, hal tersebutlah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA”
B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan tesis ini, penulis mengidentifikasikan pokok permasalahannya sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan dan Pra Penuntutan.?
2.	Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka tersebut.?
BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.​[14]​ Penelititian yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literatur, dan sumber internet yang didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer,​[15]​ yaitu menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Notaris.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas, sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.​[16]​
3. Tahap Penelitian
Tahap penelitian ini dibagi atas dua tahap, yaitu:
a.	Penelitian kepustakaan (library research) 
Dilaksanakan guna memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan tesis ini, terdiri dari:
1.	Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berlaku dan mengikat berupa: 
a.	Undang-undang Dasar tahun 1945 berikut amandemennya.
b.	Undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
c.	Kode Etik Notaris
d.	KUHPerdata, KUHP dan KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam penelitian ini.
2.	Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
a.	Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, teks-teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
b.	Hasil penelitian berupa tesis, serta jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
c.	Makalah seminar-seminar hukum.
d.	Artikel pada majalah atau jurnal yang mengulas tentang Jabatanan, Kewenagan Notaris dan Pembuatan Akta autentik.
e.	Bahan hukum tersier yang memberi petunjuk tentang penjelasan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. 
b.	Penelitian lapangan (field research)
Dilaskanakan untuk melengkapi data sekunder serta membandingkan antara teori-teori yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dengan telaah data yang didapat dari penelitian lapangan diberbagai instansi maupun institusi pemerintah maupun swasta. 
4. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian yang dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:
a.	Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan jabatan, kewenangan Notaris dan Akta Autentik. 
b.	Studi Lapangan 
Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara yaitu mengumpulkan data dengan meminta dokumen kepada pihak terkait dan didukung dengan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Adapun narasumber yang peneliti pilih adalah:
1.	Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dan Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung.
2.	Kantor Hukum KATON & PARTNER’S
3.	Notaris Kota Bandung.
5. Analisis Data






A.	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dipanggil Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana
Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnyabahwa Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”Dengan kata lain Apabila suatu akta dibuat tidak memenuhi bentuk dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka suatu akta hanya dapat dianggap sebagai surat dibawah tangan.
Mendasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta autentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan akta autentik yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan suatu akta autentik, yang mana dalam akta autentik tersebut pejabat yang berwenang itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dialaminya. Adapun mengenai akta autentik yang dibuat oleh para pihak berarti akta autentik tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang itu atas permohonan atau kehendak dari para pihak yang berkepentingan tersebut kepada pejabat yang berwenang itu, contohnya adalah akta jual beli, akta hibah, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Pasal 1875 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata untuk tulisan itu.”
Hal senada dijelaskan oleh G.H.S.Lumban Tobing, bahwa Suatu akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1.	Ambtelijk Acten, yaitu akta yang dibuat oleh dan dihadapan (door enn) notaris atau “akta pejabat” (ambtelijke akten), dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh notaris tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta berita acara RUPS perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan dan akta berita acara penarikan undian.
2.	Partij Acten, atau akta para pihak, dimaksudkan sebagai akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Akta jenis ini diantaranya akta jual beli, akta hibah, akta sewa menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.
Akta mempunyai dua fungsi yaitu:
1.	Fungsi formil (formalitas causa)
Fungsi formil artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
2.	Fungsi alat bukti (probationis causa). 
Fungsi alat bukti berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Dalam pembuktian, suatu akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna karena terdapat beberapa unsur dalam suatu akta autentik, yaitu:
1.	Kekuatan Pembuktian Lahiriah, 
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa” yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya.
2.	Kekuatan Pembuktian Formil, 
Artinya dari akta Autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara formil, akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, tanda tanga para pihak, notaris dan saksi dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.
3.	Kekuatan Pembuktian Materiil, 
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan pengahadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jika keterangan para penghadap tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjawab para pihak sendiri.
B.	Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dipanggil Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana
Maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara tindak pidana adalah sebagai berikut:
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.29 Faktor –faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) 
2. Faktor penegak hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat 
5. Faktor kebudayaan, 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan sibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu:
1.	Penegak hukum, Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesui dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan sasran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah: a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi  b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 30 c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi 
2.	Faktor sarana atau fasilitas Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, tindak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut: a. Yang tidak ada-diadakan yang bertul b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan c. Yang kurang-ditambah d. Yang macet-dilancarkan 
3.	Faktor masyarakat dan kebudayaan Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 31 bahkan mengedentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.
BAB IV
KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya balk sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, dan telah dianggap mewakili diri notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang, dibuat oleh atau di hadapan notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 
2.	Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.
3.	Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian trhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.
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